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Konsep yang: melekat dan tidak
bisa d1p1sahkan ‘dengan - adanya
pelaksanaan suata pennhhan amum

adalah konsep demokxas; Bahkan :

usaha untuk:membangun masya-
rakat yang demokaatis adalah suatu
keharusan. Adanya gerakan refor-
masi yang bexmu_la_pgda_ Me1 1998
tidak lain adalah ~usaha. iﬁ_éngcm—

bangkan sistern politik negara yang

didasarkan pada kedaulatan rakyat.
Usaha tersebut kernuchan chkenal
dengan “demokratlsasz s1stem

politik”,

: Pertanyaan selan]utnya adalah
makna atau pengeman demokrasi
it sendiri. Demokra51 adalah suatu
konsep politik yang berasal dari
bahasa Yunani yaitu “demos” yang
berarti rakyat, dan “kratos” yang
berarti kekuasaan/memetintah. Jadi
makna demokrasi adalah rakyat yang
berkuasa/memerintah. Dalam
betbagai konsep politik, secara lebih
luas diartikan dengan sebuah sistem
pemerintahan dimana kedaulatan

dxdasarkan pada kehendak mayo—
ritas_rakyat. Kedaulatan di sini
chter)emahkan Iewat suatu -
msme yang rnampu mengakomodu" |
dan merepmsentasﬂ{an kepentmgan'

rakyat.” Dalam perkembangan

selanjutnya pelaksanaan demokrasi -
sebagai suatu sistem politik sering-

kali mengalami hambatan rakyat.

Berbagai usaha untuk mencati dan

memperbandingkan sistem-sistern
politk seperti komunis, sosialis,

liberalis, dan demokrasi.

Demokzasi Sebagai Suatu
Sistem Politik :

* Sistem politik demokrasi,
sebagaimana dikemukakan 'di atas
telzh menjadi pilihan banyak negara
modern. Gelombang demi gelom-
bang demokratisasi kemudian
melanda dunia, kendati gelombang
tersebut diikuti arus balik demo-
kratisasi. Meskipun demikian, secara
kuantitatif angka-angka negara
demokrasi didunia mengalamiper-
kembangan yang signifikan. Se-
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jumlah transisi tesjadi di beberapa
negara yang mulanya -menganit

sistem otoritatian, baik Itu berupa
rezim militer,
komunis. Hal ini mengundang be-
berapa kajian sejumlah ahli politik

fasis,

untuk menjawab -pertanyaan me-,
ngapa 'demokrasx menjadi. pilihan
dan alasan apa saja yang men]adﬂsan' '
' demokram changgap sebaga; slstem' '

------- RobertA Dahl (1992) menya-

takan..scpuiuh,pmposm dan argu-
mentasi mengapa demokrasi_di-
anggap sebagai sistem yang lebih
baik dapat dilaksanakan dalam
me]aksanakan kehldupan berbangsa

dan bernegara X

1) Demokrast mcncegah sistemn
pemerintahan otokrasi yang

“kejam dan sewenang-wenang.

2)  Demokrasi menjamin hak-hak’

- fundamental warga negara, yang

.. oleh sistem Iain_sgringkali__ti_d_ak
:__:(h]armn T

3} - Drmokrasi Ieb1h menjamin ke»

‘bebasan watga negaranya

. _dibandjng sistem lain. . .

4) ~Demokrasi membantu warga

- negaranya melindungi kepen-

- tingan fundamentalnya.
5) ‘Hanya ‘pemerintahan demo-
" krasiyang dapat memberikan
kesempatan yang lebih luas bagi
warganya untuk menentukan
nasibnya sendiri, yakni hidup

ataupun' o

: :_dasal hukum yang sudah
S __dztetapkan

6) Hanya pemermtahan demo-
- krasi yang dapat memberikan
kesempatan yang lebih luas bagi
warga negaranya untuk me-.
lakukan tanggungjawab moral.

) “Demoksasi lebih. dapat men-
- jamin . perkembangan kema.- -
- nusiaan \/ ﬁzzmzfz developrient.. .- A

8) + Demokrtasi 1eb1h menjamin ke~
‘'setaraan politik ‘antara warga- .-

9)  Sistem demokrasi representatif
modern menghmdan perang'
terhadap negara lain. '

IO)I_INega.m dengan sistem peméé
rintahan demokiasi cenderung
lebih ma.kmut chbandmg smtem':
lainnya.

Selanjutnya, Dahl (1992) juga men-
jelaskan beberapa lembaga pblitik
yang diperl_ukan_ oleh sebuah negara
yang menganut sistem demokras_i_,'
yaitu: : .
1) Wakil rakyatyang dipilih rakyat.
2)" Pernilihan umum yang bebas,
adil, ‘dan berkala. :

3) Kebebasan berpendapat _

4): Tersedlanya mfoxmam aiter—
natif. _

5) Tersedianya | otonomi asosia-
sional.

o 0) . Hak warea negara vane inklu-



. Demokrasi bukan merupakan

1deologx dan sistem polik yang

hatus merusak kesatuan bangsa,
tetapl’ demokra:n ]usttu chtu}ukan”
untuk mempexkuat petsatuan dan
kesaman bangsa Demokrasi adalah
ideolo d_yang menghaxgzu per:

bedaan masyarakat d1 mana per- '

Namun dermklan demokrasx tidak
hanya dapat 'dlkatakan sebagai:.'
sistem polmk namun ]uga “dikata- \

kan sebagai budaya polidk yang - 3 Menyelenggarakan pergantian

terdiri dari mlm rulal yang men}ach '

slkap hldup masyarakat

Demokrasi- Sebagal
Tatanan Nilai -

Klta telah membahas demo-

krasi sebagzu suam sistem pohtlk

dan’ sxstem pememtahan karena
inilah yang banyak dikenal dan

dxpaharm oleh masyarakat Pada

sudut pandang yang lainnya, konsep
demoktasi juga dapat: dilihat sebagai
suatu tatanan nilai (valug). Tatanan
diartikan - sebagai pedoman atau
patokan-patokan bagi perilaku sese-
orang dalam kehidupan bermasya-
rakat dan betnegara, Pada poisisi
ini, demoktasi diartikan sebagai tata

masyatakat politik. Dalam hubungan

ini, Henry B. Mayo (1960) telah
mencoba untuk merinci nilai-nilai
tersebut, dengan catatan bahwa
tidak semua masyarakat menganut

madae e e a?z'nﬁ A;hpfiﬂ('; ';ﬂi T—Ial

“Suatu -

tersebut bergantung pada perkem-
bangan sejarah nilai budaya politk
masing-masing masyarakatnya.
Nilai-nilai rersebut adalah:. ...

1) -Menyelesaikan ‘masalah “atau

“perselisihan dengan damau dan
‘secara melembaga. -

- 2} *Menjamin terseienggdrﬁ'ﬁy’v_a

perubahan secara damai‘dalam
“suatu masyarakat yang sedang
“berubah. W

permxnpm secara t&!ﬂﬂllf

4)  Membatasi pemakaian Le~
kerasan sampai tmgkat mlmw
mum.

5) Mengakui serta mengaﬁggap
wajar suatu perbedaan.
6) Menjamin tegaknya keadﬂan

Beberapa nilai yang dirumuskan
di atas adalah sebagai syarat demo-

. krasi konstitusional. Dengan kata
- lain, suatu negara apbila ingin

disebut negara demokratis harus
mampu mempraktekkan nilai-nilai
demokrasi dalam kehidupan ber-
negara dan bermasyarakat. Nilai-
nilai tersebut dapat mendasari p_cq:i—

daku masyafakat dan pemerintah.

Dalam hubungan dengan
konsep demokrasi sebagai pedoman
betprilaku dalam kehidupannya di
masyarakat, perlu rasanya kita me-
ngutip 2 hasil penelitian empiris di
emnorneairat I T Taliatta .



1.

Penelitian ‘tentang Anarkisme -
'-"-:dan Pemahaman Demokrasi -
~Penelitian ' pada’ ‘masyarakat

mé_nén"g"%ili ‘di* DKI Jakarta,

-Sebagai kerjasamz JAIN
“dengan-Pemda. DKI fakarta

pada tahun 2001, Temuan

. _penehﬁan_tersebut menyatakan
- bahwa pernahaman masyarakat
= terhadap nilai- nilai demokrasi

betpengaruh pada sikap anarkis

masyatakat. Artinya semakin

tinggi tingkat pemahaman tex-
hadap demokrasi, semakin
rendah kecendexungan untuk
berbuat anarkis. Jadi salah satun
faktor yang menyebabkan
masyamkat bexbuat ke arah
yang anarkis adalah ketidak-
tahuan meteka terhadap konsep
nilai ‘demokrasi yang benar.

Penelitian - tentang Partls1p351
Masyarakat DKI Jakarta Ter-

hadap Pemilu 2004; peneliitan

ini merupakan kerjasama Pusat

Kajian Strategi Pembangunan
Sosial Politik FISIP Ul dengan
Pemda DKIJakarta Terungkap

bahwa masyarakat “menengah—
bawah” di DKI Jakarta kutang
memahami nilai-nilai- demo-
ktasi sehingga kadang dalam
kehidupannya dapat melaku-
kan ‘tindakan anatki. Pene-
litian dilakukan pada jum—

T o omess o mee 3OO

Pemilihan Umum di Indonesia _

Dalam se]az:ah poimk bangsa
_ Indones1a kita mengalazm banyak':":"i
pemxhhan umum. Pada masa Orde
Lama, tepataya sepuluh tabun se-
telah kIta merdeka, yaitu pada tahun '
1955 k.tta melakukan pemilu yang
pertama. Pe:xmlu 19441:udllakukan'_:
dalam suasana kebebasan agi banyak_':
partai poht:k dan para pohtisx untuk
men}adl anggota Iegxslatwe Se-
lanjutnya pada masa Otde Baru
telah dilakukan enam kali pemilu,
yaitu pada tahun: 1971 ,1977,1982,
1987, 1992, dan pada tahun 1997,
Suasana pemilu yang dilakukan atas -
dasar pengaturan dan pembatasan. -

yang dilakukan oleh penguasa saat
itu tidak banyak berarti bagi ke-

h.tdupan demokrasi dalam arti yang
sesungguhnya. Setelah masa refor-. .
masi dilakukan pemilu 1999, yang_::'_
kembali dldasarkan pada semangat |

kebebasan dan d_er_;_aokrasi &

Pemilu-pemilu ‘yang ber-
langsung dalam suasana dan kondisi

politik ‘yang berbeda tersebut

semuanya dilakukan dengan sistem -
perwakilan berimbang (propor- -

tional representative). Dalam ber-
bagai pemilu (8 kali) tersebut yang

menarik untuk diambil pelajaran -

adalah semuanya lebih menghasil-
kan wakil yang lebih berpihak pada

partai politik yang diwakilinya dasi-



akl_ta. _l_akukan .pada_ 5 Ap_r_ﬂ 2004
nanti, yang -akan 'menggunakan
- sistem proporsional daftar terbuka?
" Dengan berdasarkan UU.No. 12
“tahun 2003, -tentang Permilu DPR,
‘DPD, dan DPRD, UU 'NO. 23
* tahun 2003 tentang Pernilu Presiden
‘dan Wakil Ptes1den serta UU No.
V. tahun 2003 tentang susunan
dan kedudukan MPR DPR, DPD,
dan DPRD dapat k_tta ‘simpulkan
beberapa perbedaan Permilu 2004
dengan Pemilu-pemilu yang laly,
antara lain:

1) Dari sudut sistem Pemilu yang
dipakai, Pemilu 2004 akan
menggunakan sistem propoz-

* sional daftar terbuka. Dalam
sistem ini, pemilih di samping

akan ‘memilih tanda gambat

~ pattai politik, juga akan me-

: milih nama calon legislatif yang
terdaftar di bawah tanda
gambar partai polittk. Dengan
kata lain pemilih akan memilih
Partat Politk dan calon legis-
latif yang diajukannya.

2. Pada Pemilu 2004, di samping
memillih DPR, DPRD I,
DPRD II, pemilih juga akan
memilih Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) serta memilih
presiden dan wakil presiden
secara langsung, KHusus pe-

. serta wakil presiden -secara
langsung, adalah sejarah baru
_.atau pertama kalinya selama

Indonesia. merdeka dalam

. _se;arah pohtik bangsa Indo-

~ mesia.

3).

Pada Pemilu 2004 ditandal pula

_ dengan tidak adanya ]ag1 38

'_anggota TNI/PoLn dari. lem—

baga legislanf (jatah kuxs;.

4)

5)

TNI/Polsi di Ieglslatif telah
berakhir). Jadi seluruh anggota
DPR-RI yang bet;umlah 520
orang dipilih langsung oleh
rakyat melalui Pemila, %
Pelaksanaan Pemilu dilaku-
kan oleh lembaga independen
yang disebut Komisi, Pe-
milihan Umum (KPU) Pii_sat
dan Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) pada tingkat
daerah. Demikian juga lem-
baga pengawas Pemilu disebut
dengan Panwaslu. Lembaga
pengawas Ini juga bersifat inde-
penden baik pusat maupun
daerah.

Salah satu yang juga menarik
dalamn Pemilu 2004 adalah
tentang kuota 30% perempuan.
Untuk pertama kalinya dalam
sejarah politik Indonesia, kuota
caleg perempuan diwajibkan
sebesar 30% (UU No. 12 tahun
1999). Hal ini jelas untuk men-
dorong pemberdayaan poliok



. Beberapa hal ‘barn tersebut
zenhﬁk'"bﬂa ditinjau dari
“sudut pandang reformasi politik.
' "'Sayangnya bebex:apa pembaharuan
'tersebut belum  disosialisasikan
secara menyeluruh, khususnya pada
'_"masya.mkat di daerah Khususnya
" untuk tata cara pencoblosan petlu
:sdsmhsam yaﬂg intensif dan menye-
Turuh, Di lain plhak Pemilu 2004
:yang dem}ktan penting bagi ke-
1 iangsungan demokxaﬂ dan peme-
rintahan ini dﬁa_adgp_kan_ pada ber-

bagai s_i_t_ﬁas;i politik yang kurang
menguntungkan seperti yang di-
bahés_ d1 bawah ini.

Beberapa Sitasi Sosial Politik
':Men;eiang Pemilu 2004

- Pemilu yang akan dilaksanakan
pada 5 April 2004 tidak akan ber-
langsung di ruang hampa sosial,
Pemilu akan betlangsung dalam
suatu sistem sosial kemasyarakat
yang terkait satu sama lain baik
dari segi ekonomi, osial, budaya,
hukum, dan politik.

Kecenderungan yang sama
pada setiap pemilu adalah me-
mu.ncaknya suhu politik. Suhu
politik tersebut dipengaruhi oleh
kondisi sosial politik masyarakatnya.
Untuk situasi pemilu 2004 dapat
kita lihat beberapa hal sebagai

Kirisis multidimensi yang ber-
kepanjangan membuat kondis;

- masayrakat dalam - i«:ea&éﬁﬁ_
- -ketidakpastian nilai dan nyaris
-tanpa harapan, mendorong

- pada situasi politik yang kering

dan mudah terbakar. Kondisi
masyarakat berpengaruh pa__da

perilaku politik. masyarakat.
_.Dengan kata lain masyarékét

sebagai suatu sistem saling ter-
kait antat bagian dengan baﬂian
lainnya. Situasi politik dewasa
mi dipengaruhi oleh berbagai
aspek, sosial, ekonomi, buaaYa,
keamanan, dan lain sebagainya.
Kondisi masyarakat yang se-
makin hari semakin sulit dari
segl ekonomi, tingginya angka
pengangguran, serta berbagai
masalah kriminalitas yang se-
makin tinggi, membuat sangat
sulitnya dicapai suatu kondisi
vang kondusif bagi perkem-
bangan politik yang damai.

Krnisis berkepanjangan tersebut
di atas serta belum adanya
tanda-tanda ke arah perbaikan
yang signifikan pada kehidupan
masyatakat menyebabkan rakyat
nyaris kehilangan kepercayaan
pada sistem politik yang ber-
langsung dewasa ini. Faktor
“kepercayaan” adalah suatu
nilai dan modal yang hakiki
bagi terselenggatanya suatu
pemeriniahan vane feeitimate



" stabil secara politik. Sangat sulit
- "dibayangkan ‘adanya peme-
“rintahan yang dapat ber;a}an

' “"dengan baik, tanpa adanya nilai

: .kepetcayaan dari masyaxakat—
" ‘nya. Dari sudut pandang lain,
‘tanpa nilai 'kép.ér'cajr'ﬁén dati
- "'-:rnasyaxakat maka’ masyazakat

s 'sendm kuxang mexasa memiliki

dan bermnggung }awab ter-
"hadap jalannya sistem pohtlk/

“+“pemerintahan, yang kemung-

* kinan'besar akan berdampak
pada ketertiban umum.

' Belum' nampak adany_é usaha
' yaﬁg.sung'guh—sunggﬁh untuk
mengurangi korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) oleh
~ pemerintah membuat masya-
rakat menjadi sinis dan apatis
te'fha'ddp penegakan hukum.
Kondsi ini dapat mendorong
hilangnya kepercayaan masya-
rakat terhadap hukum di tanah
air. Dalam hal penegakkan
huloum, khususnya dalam kasus
KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme) yang sepertinya
sudah menjadi “budaya” di In-
donesia, masyarakat sudah tidak
mempunyai harapan lagi, bah-
kan cenderung apatis bahwa
aparat negara dapat menuntas-
kan masalah KKN di Indo-
nesia. Berbagai kasus korupsi
yang terjadi di depan mata

o "aparat blrokram dan . muial
o tmgis:at terendah sampai tingkat
 tinggi, bahkan yang melibatkan

_ 'le'mbég'a legislatif, sudah sangat
 melukai] hati nurani masyarakat,
" karena tldak pernah ada pe-
'} nyeiesa_tan yang jelas mengenai
~kasus- kasus ini, bahkan be-
' -berapa orang pe;abat yang men-
" jadi tersangka utama justru di-
' ﬂbebaskan Bandmgkan dengan

di negara Cma (RRO), negara
yang gencar mengkampanyeu
kan hukuman mati bagi para
koruptor, bahkan sudah ada
beberapa orang pejabat di
negara tersebut yang dieksekusi
mati. Gerakan-gerakan moral
yang dilakukan oleh mahasiswa,
LSM, atau unsur masyarakat
lainnya dianggap seperti angin
lalu saja. Harapan besar masya-
rakat yang digulirkan melalui
Gerakan Reformasi tahun
1998, dan harapan adanya
pemerintahan baruyang demo-
kratis dan bersih dari KKN
melalut Pemilu 1999 telah
dilapakan begitu saja.

Gejala separatisme dan ber-
bagai bentuk ketidakpuasan
daerah juga dapat berdampak
pada perkembangan situasi
politik dewasa ini. Hubungan
yang kurang batk ini akibat
sistem sentralisasi kekuasaan
selama lebih 30 whun lebih



' '_'.telah memmbulkan kecem~

© " 'buruan dan kekecewaan pada
‘*‘pemenntah pusat Daerah-

"daerah” yang potensml dan
"""_memihh sumber alam yang

S sangat kaya, tetapi ;ustm masya—
_'-"xakatnya tetap tidak bexdaya

'?.secam ekonorm kax:ena semuz

R f_has;l kekayaan don sumber alam

g i-_tez:éebut lebih banyék “d1ta11k

7 i ke Pusat Hal ini ]uga dapat
mendoxong ter]admya senti-
_men kedaerahan yang ber-

) lebxhan yang berujung pada

separatlsme dan menjadikan

__situasi yang tidak kondusif
__ 'r_nen]e_lagg Pemilu 2004.

- Konfiik internal paztai politik

‘fmaupun antar partai politik

- . yang akan semakin meningkat

. menjelang kampanye dan har

- .pemilihan umum dapat me-

- “macu tngginya suhu politik.

Konflik-konflik ini: dapat

mendorong konflik masyarakat

- secara lebih luas, Pada Pemily

- 2004 ini, konflik diperkirakan

akan semakin marak diban-
dingkan dengan Pemilu se-
belumnya, khususnya Pemilu
- tahun 1999 yang lalu. Kalau
pada Pemilu yang lalu, konflik-
konflik yang terjadi pada
umumnya terjadi antar partai
politik, tetapi pada Pemilu
2004, konflik yang terjadi
kebanvalion adalale Trme 05 5o

tesnal partai politik itu seadi

a __'Masalah pemilihan pemimpin

daerah sepertl yang terjadi di

N 'Bah daujawa Tengzh beberapa
) wakiu yang lals, hingga pen-

ca.ionan iegislatlf dan ekselutif

 yang dlwamm pto kontra di-
~ kalangan partai it sendir,
_:sangat berperan cialam me-
- ningkatkan suhu pohuk men-
jelang Pemilu 2004 nanti,

Ke_kurangpercayaan sebagian
masyarakat terhadap para
politik, yang mereka sebut se-
bagai “Politisi Busuk”. Politisi-
politisi (busuk) tersebut kini
tamai “bangkit kembali” bah-
kan mencalonkan did sebagai
presiden atau anggota legis-
latif. Hal ini secara khusus
dapat x_nehingkatkan pemilih
golongan putih (golput).
Gerakan moral yang mengajak
masyarakat untuk tidak me-
tulih atau tidak fkut serta dalam
Pemilu 2004 ini didasarkan
pada pengalaman yang me-
nimbulkan kekecewaan pada
politisi tersebut di masa lalu.
Gerakan yang bersifat gerakan
moral ini apabila dilakukan
secara meluas akan dapat me-
nimbulkan kebingungan dan
apatisme masyarakat serta akan
dapat mempengaruhi kondisi
dan suhu politk menjelang

-



7 Kmex;a _penyelenggaraa pe-

.j:-,_.: __.baga ang.
":'_'__'_”:_suksesnya pemﬂu 2004 di In-

g akan menenmkan

~ donesia tersebut berpengaxuh
:pada situasi pohﬁk menjelang

i} ._.fpemﬁu 2004 K.PU Pusat
R banyak chsoxot dalam hal pe-

‘ngadaan peﬂengkapan pemilu

1 'beszupa kotak suara, lkertas
 suara, tinta pemﬂu pembehan

. morbil dmas dan pengadaan
_Irumah dmas yang menggores
_murani . masyaxakat Pada
‘umumaya masyaxakat tet-
~hadap anggota KPU, yang
~scharusnya independen dan se-
.. bagian besar berasal art ling-
kungan perguruan tinggi, pada

- kenyataannya menunjukkan
- kinerja yang tidak lebih baik

~ dari penyelenggara pemilu-
- .pemilu sebelumnya. Sehingga
~ tidaklah berlebihan apabila
singkatan KPU diplesetkan
oleh sebagian anggota masya-

- xakat daari Komisi Pemilthan

Umum menjadi “Komist

___:_Proyek _fjx_ltukku K.inex}a
" “lembaga KPU ini ]uga akan

o ____:':'DKI _.akarta _meguﬁjukkan

) . kurang dan atau tetbatasnya
- "psngetahuan masyamkat tet-
_' . utama, menengah ke bawah,
'tentang nﬂa1~n11m demokmm
(¢ dan. anarkl Kondm ini dapat
 memacu 31tua51 _polink yang
3 '.'kurang kondu51f dalam meng-
 hadapi pemilu. Disinilah ter-
. _._lihiat_ hubungan antara pen-

.d_idi_kan_ politik dan. situasi

_.masyarakat sangat berkaitan
~antara satu dengan Jainnya.
- .:Keterb_a_tasan pengetahuan
- .sebagai dampak dan kurangnya

- pemberdayaan politik bagi

masyarakat menyebabkan
mudahnya masyarakat ter-
provokasi oleh nilai-nilai
negatif yang merugikan stabi-

litas " masyarakat, Berbagai

protes dan gerakan masyrakat,
khususnya di DKI Jakarta,
sangat dipengaruhi oleh tingkat
pendidikan politik. Lebih jauh

lagi, hal ini juga berpengaruh
pada perilaku politik masya-



"ﬁ';'_:zakat yang pada akhlmya

| e -be:dampak pada situasi politik
~ pemilu 2904yangakandamng
'Konﬂlk honzontal. Peﬂlaku

e garanYa Pennlll yang aman dan

damai. Konflik - yang “dipacu
oleh’ keuda.kpasnan nilai dan

A himpn:an kesulitan ekonomi
sangat berpengaruh pada
 situasi 'KAMTIBMAS (ke-
o amanandanketemban masya-

rakat) Hal ini tentu saja akan

' meny1ﬂ1tkan Penyeienggaraan

pemilu. Tanpa stabilitas dan

dukungan masyarakat maka

" sulit “diharapkan terciptanya
~"‘pemilthan umum yang lancar.

10.

- Jadi situasi KAMTIBMAS
- adalah modal dasar terseleng-

garanya pemilu yang aman dan

* damai. Jadi apabila kita amati

situasi KAMTIBMAS men-
jelang pemilu 2004 dapat

" dikatakan masih kurang men-
* dukung pemilu 2004 yang akan

kita laksanakan,
Texbatas dan kurangnya sosali-

sasi tentang pemilu yang mem-

perkenalkan cara-cara baru
juga sangat berpengaruh pada
situasi menielane memiln

- ':_Sebagmn besaz: wazga masya-
N zakat alangan
o _'atau bahkan beium tmengerti
... tentang tata cara peiaksanaan

pemilu. Demikian j juga dengan

bawah ‘kurang

o fakta masih adanya masyarakat

" yang belum terdaftar menjadi
" calon’ pen:uhh dalam_pemilu
~ nanti. Kata kunci

"""E-_'smnai terbuka”':]uga masih.

propor-

' ".asmgbagsebaglanb&armasya—

:”'__'rakat DKI' Jakarta. Konsep
“baru, dengan sosizalisasi politik

yang kurang dapat mcmmbul—

kan sikap apatmme dari
/ anggota masyazakat

Di
samping im pemﬂu dengan

sistern, bara iuga dapat me-

nyebabkan banyak suara yang
tidak sah ‘dikarenakan tegjadi

kekeliruan meﬂusuk tanda

‘gambar partai yang dikom-
 binasikan dengan daftar orang

{(khususnya dalam memilih
anggota legislative). Dari pe-
nelitan sejumlah LSM dan

lembaga-lembaga survey ter-

ungkap fakta yang menyatakan
masih besarnya tingkat
kesalahan yang dilakukan oleh
para calon ‘pemilihan dalam

" melakukan pencoblosan.

1.

Kondisi ini juga sangat ber-
pengaruh pada penyeleng-
garaan pemilu 2004.

Stkap dan prilaku elit politik
dan gpinion /eaderyang terkadang

P . I P



";.-.'apohtlk dcngan bexbagal

- dalam “dan’ i’ antara warga
'masyarakat Kondlszimchpep
i _parah lagi. dengan terbatasnya
. +elit politik yang bisa dijadikan
okolypanutan masyarakat, ke-
:ﬂaan ini; sangat. tldak men-
frii kun _rc1ptanya situasi
. politik y:mg damail’ Peranan
- media massa ]uga bexpengaruh
Z: - dalam penyaluran ‘pendapat
.para: elit: politik:-dan  gpinion
leader tersebut dalatn mernbert-
kan warna pada perkembangan
dn situasi politk menjelang
pemtlu 2004

i samping sebelas kondist ter-

sebst di atas masth ada fakta-fakta
lain’ yang - berpengaruh 'secara
langsung atau tidak terhadap situasi
politik smenjelang ' pemilu 2004,
vang tidak dlbahas dalam tuhsaﬂ
smgkat ot : =

C Penump

' Tanpa berniat ntuk merisaukan
serta ~menimbulkan “kecemasan,
harus diakui berbagai situasi men-
jelanag pemilu 2004 tersebut sangat
tidak menguntungkan. Berdasarkan
uraian di atas dap at kita snnpulkan
beberapa hal: '

1) Terdapat kaitan yang égngat

erat antara tetgelenggara—
el Ty Ly

I S ST JE

sy demokmm d.1 daiam masya-

2

'_-rakat N11a1-n1la1 tersebut

_:;Demokrasx bukan sekedar

co ;:51stem politik ¢ dan s1stem peme-

..:.._;._'_"iédaiah sebéga: aturan per-
.- mainan atau pedoman peniaku

: . masyaraka : ehan—han
3)"---_'Demokras1 dengan segala
- kelemahannya tetap diakui

‘sebagai suatu sistem yang lebih

memadai daz_l dapat dilaksana-
 kan dalam kehidupan betnegara

)

dan bermasyarakat.

Pemilu 2004 dihadapkan pada
situasi politik yang kurang

menguntungkan, berdasarkan

hal #tu maka perlu didakukan
beberapa hal di bawah ini

a2y Seluruh komponen bangsa

- harus dapat menahan diri
dan berperan aktf untuk
menetapkan situasi yang

- amagn: dan damai . bagi

- semua,

b) Partai-partai pohuk dan
para politisi baik yang bex-
'saj'ng dalam pemilu _ata'u'—

' 'pun yﬁng tidak, harus
dapat memben contoh
peﬂ]aku yang berenka dan
bermora, bagi masyarakat.

¢) Tokoh masyéxakat, pe-
" mimpin agama, intelektual,

C M



... dap n¥an masya-
rakat padn semangat ke-
' da

)y 3""Pcnyeleﬂggama p
0 KPUdan Panwaslu,harus
“% benar-benar fokus dan
Ef'tegas pada penyeleng~

 tidak teclibat dalam ke-

.. giatan iogzstlk semata.
.-2€). Media massa dan komp&
... nennya harus menyajikan

-..;pembetitaan yang. sejuk
i Dagl masyaxakat guna

ik .mendukung tezseienggam
o _._...nyaPemﬂuyangamandan
v )it Secara khusus bag1 Peme~
o 3::?:.nntah DKIjakarta, dalam

< hal: ini. ‘mempunyai tugas
dan tanggung jawab 'yang
X sangat strategis. bag1 Ppen-.
o didikan - politik” ‘Warga
- DKI ]akarta, karena pen-

- didikan . politik:‘adalah

- ‘bagian dari pemberdayaan

- politik masyarakat.

o DAFTAR PUSTAEA

Dabl . Robert A. Demokrasi dan
.. Para Pengkritinya (Terjemahan
. oleh Rahman Zainuddin).
1992. Penerbit Yayasan Obor,
Jakarta. =
Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar W
Politik 1988. Penerbit P.T.
- Gramedia, Jakarta,
Tim Peneliti TAIN Jakarta.
Anarkisme dan Pemabaman
"Demmérafz Penelitian pada
Masyarakat Menengah Bawzh
:_dx DK1 Jakarta 2001. Hasil
Peneht:tan '

Tim Penehu FlSlpOI UGM. Mode!
Penoelolaan Keptlil Socal Svadi

Kasus Mat{aman]akatm, 2030
Hasil Peanelitian.

Mayo, Henty B. .An Irzma'amaﬂ Io
Democratic Theory. 1960. New
YOrk: Oxford University Press.

Wade, E.C.S., and Godfrey Phillips.
Constitutional Law: An Outline
of The Law and Practice of The
Constitution, The Citizen and The
State and Administrative I aw 7%
ed. 1965. London: Longmans.

Tim Peneliti Pusat Kajian Strategi
Pembangunan Sosial Politik
Fisip Universitas Indonesia.
Partisipasi Masyarakar DKI
Jakaria terbadap Pemily 2004,
003 LEiasi]l Penelitan



